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NOMOR 113 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS

bahwq berdasarkan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja
dalam c_beek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja
dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar
pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

bahwa dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2010
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011 terdapat beberapa
program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
obyek belanja dan rincian obyek belanjanya tidak sesuai dengan
perencanaan sehingga perlu dilakukan pegeseran anggaran;,

mbangan sebagaimana dimaksud dalam
aka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113
Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011;

bahwa berdasarkan perti
huruf a dan huruf b, m

Tahun 1950 tentang Pembentukan

Undang-Undang Nomor 13
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Daerah-daerah Kabupaten
Tengah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

mor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang No
(Lembaran Negara
Tambahan Lembaran



4. Undang-Undan
ang Nomor 1 Tahun 2004 tentan
ang Perbe
?:gﬁ)r:h(LeTbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 c:qa;\:‘:)arasn
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): '

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tan '

. ggungjawab Keuangan Negara (Lembsz
Eegzéra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomorgﬁe ('l'ar{nnb;t:?l?\
embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); '

6. Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Siste
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negarg Repub!?ll

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, T
Republik Indonesia Nomor 4421): , Tambahan Lembaran Negara

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan i
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tat?unpgt%irlrrlltg;aonr
125, Ta_mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

zlzgéc))r 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudulfan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor.24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonebslnii
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repu

Indonesia Nomor 4712),

. 05 tentan Pengelolaan
12. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahu[lerzrnobaran Negara g ik

ngan Badan Layanan Umum ( s
ﬁeduo?\egsia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negar

Republik Indonesia 4502);



13.

14,

15.

16.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tenta
' ' c ng Standa
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur:

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republi -
Nomor 4503): g publik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

?g;:i?‘r 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Pergturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

?é)_;?_)c)).r 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturalj Pemerintah  Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 T_ahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah- (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2010 Nomor 3 Seri A),



24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2010 Nomor 113);

MEMUTUSKAN

netapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 113 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  TAHUN
ANGGARAN 2011

Pasal |

Ketentuan Lampiran Il Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113
Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas.
Tahun 2010 Nomor 113) diubah, sehingga keseluruhan Lampiran |l
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

| Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
edataqggal 3 0 MAR 2011
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Diundangkan di

RerFoMAR. 2011...
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